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Memburu Penjahat Dengan
Teknologi Mutakhir
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para pelaku kejahatan dan
- Organisasi kriminal pada umumnya
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Sistem 1-24/7 dapat membantu
secara signifikan cara-cara penegak
hukum di seluruh penjuru dunia
untuk bekerjasama. Pilihan-pilah-
an informasi yang mungkin nam-
pak tidak saling terkait dan dirang-
kaikan melalui pertukaran infor-
masi dengan [-24/7 dapat menjadi
satu mozaik informasi untuk
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Kanada merupakan«Negara per-
tama yang terhubung dengan ja-
ringan 1-24/7 pada, tanggal 20, Ja-
nuari 2003. Saat ini, sebagian’ besar
Negara anggota Interpolitelah’ ter-
hubung dengan jaringani1<24/7
Negara-negara yang beltim ‘dapat
terhubung karena kurangnya
infrastruktur jaringan terrestsial
dapat terhubung dengan menggu®
nakan satelit canggih.

Meskipun [-24/7 pada awalnya

~ter-instat-di- NEB-masing-masing
Negara anggota Interpol beberapa
negara telah memilih untuk mem-
perluas cakupan pemakai jaringan
[-24/7 kepada seluruh pemangku
kepentingan penegakan hukum
(polisi perbatasan, pabean, bea cu-
kai, imigrasi dll). NCB mengontrol
tingkatan akses yang dapat diper-
gunakan oleh intitas penegak hu-
kum lainnya dalam menggunakan

fasilitas‘Intespol tersebut,dan-da-
pat-meminta-hasil dari-penyeli
dikan. awal' mengenaivsiatie kasts
yang dilakukan*6leh negara lain
dengan menggunakan database
mereka.

Sekretariat Jenderal Intexpol
bekefjasamardengan negara-negara
anggota Interpol untuk meningkat-
kan layanan sistem [-24/7 dan un-
tuk.mengidentifikasi mekanisme-
mekanisme.baru_untuk.memasti-
kanbatwer sisten tersebut dapat
mementthi kebutuhan polisi dunia
yang senantiasa berubah. Pakar-
pekar penegak hukum dan pejabat
kepolisian dari Negara-negara ang-
gota Interpol bertemu secara regu-
lar untuk mengidentifikasi dan
membahas mengenai kebutuhan
mereka yang selalu berubah. Pro-
gram-program pelatihan selalu di-
sediakan untuk memastikan bahwa
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pengguna memahami dan dapat
menggunakan/secara optimal sis-
tem [-24/Z:secara penuh.
Jaringan'-24/7 telah diamankan
secara optimal/dengan mengguna-
kan.metode pengamanan enskripsi
yang maksimal dengan menggu-
nakan virtual private network
(VPN=seperti yang dipergunakan
oléh Puskom Deplu dengan perwa-
kilan-perwakilan RI di luar negeri)
Informasi yang tersedia dise-
~barkaf melalul internet setelah me-
lalui proses enkripsi data, melalui
berbagai rangkaian pengamanan.
Setelah informasi tersebut sampai
ke NCB, informasi di Deskripsikan
melalui Interpol VPN box. Box ini
menyediakan perangkat kerja suatu
sistem isolasi “air —tight” dan fasi-
litas pengamanan regular dan up
date anti-virus secara berkala.
Pengamanan juga dipastikan de-




ngan proses pemberian maupun pe-
nafian akses kepada jaringan dan
pengamatan jenis-jenis akses yang
mungkin dimiliki oleh para peng-
guna. Tanggung jawab keamanan
ini merupakan kolaborasi antara
Sekretariat Jenderal Interpol dan
petugas 1-24/7 National Security
Officer (NSO) di masing-masing
NCB.

KUBA-KOLOMBIA ADALAH CONTOH SUKSES
Kuba dan Kolombia adalah

contoh sukses penggunan jaringan

[-24/7. Kelompok pengedar narko-

tika ternama tertangkap di Jose

Marti International Airport di
vana ketika berusaha mer
wilayah Kuba dengap
nakan identitas pa]su Si
foto dikirim melaluj
NCB Bogota, dinyani
wajib dapat mem
titasnya dan my
yang bersangkiitaj
di dua negara. ‘Q
Botswana-/ Sel
Gaborone men
mengenai sen
Botswana yang
identitas atas
ke Indoa menig
an lokal melal
ngan bantuan
gat di bandara’Interna
nesburg. Penan k"@p”
pakan hasil langs

informasi

berangk
penerbang-
latan De-

secara cepat dengan men
1-24/7.

Kroasia-Jerman: Polisi di leeka
Kroasia, menyelidiki seorang warga
asing yang ditengarai mengambil
foto anak-anak di Pulau Krk. Tidak
ada informasi mengenai orang
tersebut-di-data base masiorat Kro=
asia. Namun dengan pemerlkasaan
melalui I-24/7 terungkap bahwa
yang bersangkutan diketahui oleh
polisi Jerman karena mendistri-
busikan pornografi anak-anak dan
melakukan kejahatan seksual ter-
hadap anak-anak di Jerman. Polisi
Rijeka mencari tempat tinggal se-
mentara orang dimaksud di Krk
dan menemukan kumpulan foto-

- JAGR

ga negara\

i

an | ﬂ éj@ng dibungk

kembalikan ke Jerman untuk dise-
rahkan kepada yang berwajib.

TERORISME;ANCAMAN SERIUS  KEAMANAN
INTERNASIONAL

Terorisme tetap menjadi issue
utama dalam konfrensiInterpol kali
ini. Sebab,.terorisme menjadi salah

~satuancantarn serius perdanmaiar

dunia dan keamanan Internasional.
Terorisme juga secara langsung
membahayakan hidup orang dan
mengancam pula perkembangan
sosial dan ekonomi negara-negara.
Di atas segalanya terorisme me-
langgar prinsip fundamental hak
asasi manusia yaitu hak untuk hi-
dup. Berdasarkan prinsip ini,
Indonesia mengutuk tindak pidana

solusi Majelis
meminta para

| pihak dan meng-
"'il_ean konvensi dan
ait dengan pemberan-

 ter le. Majelis Umum PBB
juga. ‘meminta negara anggota yang
belum menjadi pihak agar meman-
faatkan'legislative guide terhadap
konvensi anti terorisme secara
universal dan protokol dalam
upayanya menerapkan isi konvensi
ke dalam hukum nasional. Selan-

Jutnya Majetts U PBB juga

mendorong para negara anggota
untuk terus bekerjasama baik seca-
ra bilateral, regional maupun mul-
tilateral dalam rangka mencegah
dan memberantas terorisme.
Dalam upaya memberantas tero-
risme Indonesia berpegang teguh
pada prinsip bahwa upaya pembe-
rantasan tersebut harus memenuhi
prinsip-prinsip hukum internasio-
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nal, piagam PBB, hukum HAM dan
humaniter Internasional. Lebih
lanjut, upaya kerjasama pemberan-
tasan terorisme juga harus me-
nyentuh root causes penyebab ter-
jadinya terorisme seperti kemis-
kinan dan ketidakadilan.

Dalam kerangka multilateral
sebagai wujud komitmen Indonesia
dalam upaya pemberantasan tero-
risme, Indonesia telah meratifikasi
4 konvensi dari 12 konvensi utama
dalam pemberantasan terorisme,
vaitu: Convention on Offence and
Certain Other Acts Committed on
Board Aircraft, 1963; Conventig
for the Suppression of Unla
Seizure of Aircraft, 1970

vention for the Suppressiofi A0

lawful Acts against th, o
Civil Aviation, 1971 danCﬁ‘W-
on Physicaln Protectjbrfof, ﬂudear

Material, 1980.

Bulan Februari 200 DP%mHelah
memutuskan u#
dua Rancangan fUfidas
guna mengesahkafildii&"Konvensi
terkait dengan | tﬂ'ﬁ'&enamasan te-
rorisme yaitu: ﬂp "onal Con-
vention for the Sﬂ." i
Financing of Tertorism, 1999 dan
International Gonveniior
Suppression loft
Terrorist Bombing,
1997,

Indonesia juga
telah melaksana-
kan resolusi dan
hasil sidang PBB
termasuk me-
nyampaikan em-
pat laporan ke-
pada United Nati-
ons Counter Ter-
rorism Committee
(UN-CTC) sebagai
pelaksanaan
Resohrst-BE=PBB—
1373.

Dalam kerangka
kerjasama regi-
onal, Indonesia te-
lah melakukan ker-
jasama dalam bi-
dang, antara lain,
pertukaran infor-
masi dan intelijen,
pelatihan personil

dengan tujuan meningkatkan kapa-
sitas dan pembentukan kelemba-
gaan dan perumusan instrumen
hukum. Terkait ini, Indonesia dan
Australia telah mengadakan
pertemuan tingkat menteri tentang
penanggulangan terorisme (Bali
Regional Ministerial Meeting on
Counter-Terrorism) di Bali tanggal
4-5 Februari 2004 yang menyepa-
kati pembentukan Jakarta Center
for Law Enforcement Cooperation
(]CLEC) seba ai f

o orum untuk me-

epohstand dari nega

menmgkatkan profesionalisme
kepolisian dan mépcrkuat kerja-
sama kepolistgndatam membe-
rantas tipadksteroristne,dan keja-
hatanKofal ﬁtar}ﬁma{nqmsioh@l(
Inégnesla pada)tanggal (’5 Maret
qé!ah memflrlakfﬂ&an Pergtgj‘
n Pemerintah Penggariti wmdqn{';
(R
tentang

ang (Derppu) No 14ta
/ Pmbg:an‘tasan Titidak, Dif
dana/Terorisme (telah menjadi ‘WU
N@ 15/2003). Dengan dxsyaiﬂeﬂmya
7

kirka

negara ASEAN telah sepakat untuk

fiun. 2002

UU tersebut, Indonesia telah
mengintegrasikan norma standar
yang diakui dan diterima secara
internasional dalam memerangi te-
rorisme dan memberikan kerangka
hukum bagi kerjasama secara
bilateral, regional dan multilateral
dalam memerangi terorisme.

Di tingkat bilateral, Indonesia
juga telah menandatangani bebe-
rapa Memorandum of Under-
standing (MoU) tentang Pembe-
rantasan Terorisme dengan Aus-
tralia, Pakistan, India dan Polandia.
aat ini, Indonesia tengah mela-
n pembahasan pembuatan
jian memberantas terorisme
beberapa negara, antara

pen g% asalah terorisme
gémgén keamanan laut
harus d @gra komprehensif

dengan ﬁﬂh]@ S¢mata-mata menon-
jolkan angamy erorisme dan
tindak pergmy akan semata, tetapi
\juga menyen:

ik "'»‘-aépek lain seperti
penvelundu

an% ditengarai
‘dapat digunak pendanaan
Kégiatan teroris ne.
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